
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN 

NOMOR 68 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER 

PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI 

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN 

KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan dalam Lampiran 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Banten tentang Penetapan User Pejabat, 

Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada 

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Banten mengenai susunan nama dan kedudukan 

User Pejabat, Operator, Dan Administrator 

Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan 

(2) jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/20210 tentang Pelaksanaan Sistem 

SAKTI mengenai penetapan administrator 

pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang 

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, 

Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan 

Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6832); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2022 Nomor 208, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Tata Cata Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 

SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1307); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1230); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); 

  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

  11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023 tentang  

Penetapan User Pejabat, Operator, Dan 

Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG 

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN 

ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM 

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA 

SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

BANTEN.  

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator 

Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
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KEDUA : Menetapkan perubahan kedudukan validator aset dalam 

kolom nomor 3 pada User Pejabat, Operator, Dan 

Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Menetapkan masa kerja pejabat sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan, 

terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan 

Desember 2023. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2023. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 5 Mei 2023 

 

SEKRETARIS  KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN, 

 

ttd. 

 

FERRY SYAHMINAN 

 

PARAF TANGGAL 

Kepala Bagian Hukum 
dan Sumber Daya 

Manusia 

  

Kepala Bagian Keuangan, 

Umum dan Logistik 

  

Kepala Bagian 
Perencanaan, Data dan 
Informasi 

  

Kepala Sub Bagian 
Hukum 

  

Kepala Sub Bagian 
Keuangan 

  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya 

Manusia 

 

 

Agus Supriyadi 
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USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM 

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA  

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

NO NAMA 

PANGKAT/ 

GOL 

RUANG 

JABATAN 

KEDUDUKAN 

DALAM 

KEPUTUSAN 

1 2 3 4 5 

1. Ferry Syahminan 

NIP. 19701211 199703 1 002 

Pembina 

Utama 

Muda, 

IV/c 

Sekretaris Kuasa Pengguna 

Anggaran 

2. Yudi Gunawan 

NIP. 19861116 200902 1 003 

Pembina, 

IV/a 

Kepala Bagian 

Keuangan, 

Umum dan 

Logistik 

Pejabat Pembuat 

Komitmen, 

Approver 

Persediaan dan 

Approver Aset 

3. Karni Kumalasari 

NIP. 19760819 200902 2 002 

Penata Tk. 

I, III/d 

Kepala Sub 

Bagian 

Keuangan 

Pejabat 

Penandatangan 

Surat Perintah 

Membayar dan 

Validator Aset 

4. Fachri Muhammad Wendry 

NIP. 19920622 202012 1 005 

Penata 

Muda, 

III/a 

Pelaksana Operator 

Komitmen, 

Operator 

Pembayaran 

5. Zulisa Maulida 

NIP. 19960718 202012 2010 

Penata 

Muda, 

III/a 

Pelaksana Bendahara 

Pengeluaran/ 

Bendahara 

Pengeluaran 

Pembantu, 

Administrator 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI BANTEN 

NOMOR 68 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG 

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN 

ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM 

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA 

SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 
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6. Masytha Ariwa Hisana 

NIP. 19970816 202012 2 005 

Penata 

Muda,  

III/a 

Pelaksana Operator 

Pelaporan dan 

Operator Piutang 

7. Agus Rukmana 

NIP. 19720621 201212 1 005 

Pengatur, 

II/c 

Pelaksana Operator 

Persediaan dan 

Operator Aset 

8. Agus Diansyah 

NIP. - 

- Pelaksana Operator 

Anggaran 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 5 Mei 2023 

 

SEKRETARIS  KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN, 

 

ttd. 

 

FERRY SYAHMINAN 

 

 

PARAF TANGGAL 

Kepala Bagian Hukum 
dan Sumber Daya 

Manusia 

  

Kepala Bagian Keuangan, 

Umum dan Logistik 

  

Kepala Bagian 
Perencanaan, Data dan 
Informasi 

  

Kepala Sub Bagian 
Hukum 

  

Kepala Sub Bagian 
Keuangan 

  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya 

Manusia 

 

 

Agus Supriyadi 
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